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LAMPIRAN

Lampiran 1: Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 1011//Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara
Pembatalan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat kediaman di Kabupaten Kediri. Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada ACHMAD YANI, SH. &
SUWARTO, SH yang beralamat di RT. 3 RW. 2,
Dusun Mergosono, Kelurahan Banyakan, Kecamatan
Banyakan Kediri, selanjutnya disebut sebagai
"Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat
kediaman di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut
sebagai "Termohon I';

TERMOHON II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,
tempat kediaman Kabupaten Kediri, selanjutnya
disebut sebagai "Termohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Pebruari
2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten
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Kediri pada tanggal 22 Pebruari 2019 dengan register perkara Nomor:

1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr telah mengemukakan hal-hal yang pada
pokoknya sebagai berikut :

X Bahwa Pemohon dan Termohon | adalah suami istri sah yang
telah menikah 24-09-1998, sebagaimana surat nikah yang diterbitkan
KUA Kabupaten Kediri tanggal 24-09-1998.

2. Bahwa setelah menikah pada 24-09-1998, Pemohon dan
Termohon | bertempat tinggal bersama di kediaman RT. 001 RW. 013,
Kabupaten Kediri.

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon | telah telah
berhubungan layaknya suami istri/ba'da dukhul dan dikaruniai dua orang
keturunan, yakni ANAK | (umur 18 tahun) dan ANAK Il (umur 12 tahun).

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
| berjalan rukun dan damai.

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon |
bermula dari adanya informasi dari tetangga Pemohon, tentang
Termohon | telah menikah dengan Termohon II.

6. Bahwa semula Pemohon tidak percaya dengan informasi tersebut
diatas, namun ketika Pemohon membersihkan dan merapikan rak buku-
buku dan sekumpulan arsip di rumah, Pemohon menemukan copi
Kutipan Akta Nikah Nomor 0132/062/111/2018, atas nama Termohon |
(suami) dan Termohon Il (istri).

73 Bahwa setelah menemukan copi kutipan akta nikah tersebut
diatas, Pemohon menanyakan tentang kebenarannya kepada Termohon
I, namun Termohon | tidak menjawabnya, sehingga terjadi pertengkaran
antara Pemohon dengan Termohon I.

8. Bahwa karena kejadian pernikahan Termohon | dengan Termohon
Il, Pemohon merasa sangat kecewa dan terpukul, dan Pemohon merasa
sangat keberatan dengan pernikahan tersebut.
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9. Bahwa Pemohon merasa tidak pernah memberikan ijin kepada

Termohon | untuk melaksanakan pernikahan dengan Termohon II,
karenanya Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon I.

10. Bahwa Pemohon sudah bermusyawarah dengan keluarga untuk
mensikapi permasalahan ini.

11 Bahwa akhirnya Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan
Pemohon | dengan Pemohon I, karena perkawinan tersebut tanpa seijin
Pemohon sebagai istri sah Termohon |, dan bertentangan dengan pasal
9 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 71 huruf (a)
Kompilasi Hukum Islam (KHI).

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini

Berdasar alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kediri (Cg. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama
Kediri) untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan
oleh Pemohon.

2. Membatalkan perkawinan antara Termohon | dengan Termohon Il
yang di langsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso pada
hari Senin, tanggal 26 Maret 2018.

38 Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 0132/062/111/2018,
tangal 26 Maret 2018, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Rejoso tidak berkekuatan hukum/ batal demi hukum.

4, Membankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :
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Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Cq. Yang Mulia
Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri) berpendapat lain mohon penetapan
yang seadil adilnya,

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di
persidangan sedangkan Termohon | dan Termohon Il tidak hadir di muka
persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil sepatutnya sebagaimana relas panggilan
tertanggal 28 Pebruari 2019 tanpa ada alasan yang sah ,

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar
mempertimbangkan kembali permohonannya tersebut tetapi tidak berhasil,
selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan  surat
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, pada hari sidang berikutnya tanggal 08 April 2019 yang telah
ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan , Termohon | dan Termohon Il hadir
di muka persidangan untuk memberikan keterangan, bahwa atas permohonan
Pemohon tersebut Termohon | dan Termohon Il membenarkan atas semua dalil
permohonan pemohon tanpa ada yang di bantahnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya, Pemohon

mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :
1.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 350620511800003 tanggal 10

Nopember 2017. atas nama Pemohon, bermaterai cukup, telah dicocokkan
dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3518164107960002 tanggal 18
Juli 2018. atas nama Termohon II, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan
sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

3.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 373/47/X/1998 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri, tanggal 24 September 1998,
bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

4.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0132/062/111/2018 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, tanggal
26 Maret 2018, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan
aslinya, (bukti P.4);
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5. Foto kopi Kartu Keluarga nomor : 3506200601111882 tanggal 25 Juni

2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil,

Kab. Kediri, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,
(bukti P.5);

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan
sesuatu apapun lagi dan tetap mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal ihwal yang terjadi dan tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian
tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan
pembatalan nikah yang telah dilaksanakan secara Islam di depan Penghulu
Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, dihubungkan
dengan bukti P.1, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 dalam penjelesan ayat (2) angka (6) jo Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dalam penjelasannya ayat (2) angka (6) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 25
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkara ini menjadi wewenang
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan
seperlunya berkaitan dengan konsekuensi pembatalan nikah tersebut kepada
pihak-pihak, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan
perkara tetap dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan
tentang legal standing pihak-pihak dalam perkara aquo. Berdasarkan bukti P.1,
P.2,P.3 terbukti bahwa Pemohon adalah Perorangan yang mengaku Istri yang
sah dari Termohon |, sementara itu Termohon | dan Termohon Il adalah pihak
pihak yang melaksanakan pernikahan/perkawinan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Rejoso Nganjuk, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22
jo Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 38 Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon, Termohon |, dan Termohon II
adalah pihak-pihak yang dibenarkan sebagai subyek hukum dalam perkara
aquo;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon |,
adalah pernikahan yang sah yang dicatat di depan pejabat pencatat nikah
dengan bukti kutipan Akta nikah Nomor : 373/47/X/1998 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri, tanggal 24 September 1998, (Bukti
P.3) . Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tentang status perkawinan
antara Pemohon dengan Termohon | dinyatakan telah terbukti;

Menimbang , bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan
Termohon | telah hidup rukun layaknya suami Istri dan telah di karuniai 2 (dua)
orang anak ANAK | (umur 18 tahun) dan ANAK Il (umur 12 tahun);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita permohonan
Pemohon adalah adanya pelanggaran syarat awal pernikahan, yakni antara
Pemohon dengan Termohon | masih dalam status |katan Perkawinan yang sah
(Bukti P.3), sedangkan Pemohon mendapati adanya pernikahan yang baru
antara Termohon | dan Termohon |l sedangkan Pemohon tidak pernah merasa
memberikan ijin kepada Termohon | untuk menikah lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan
tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon | dengan Termohon
Il adalah pasangan suami isteri yang sah, berdasarkan bukti fotokopi Kutipan
Akta Nikah Nomor : 0132/062/111/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Rejoso, Kabupaten Nganjuk (Bukti P.4), terbukti antara Termohon | dengan
Termohon Il menikah pada tanggal 26 Maret 2018. Oleh karena itu dalil
permohonan Pemohon tentang status perkawinan antara Termohon | dengan
Termohon Il yang menikah lagi, ketika masih dalam ikatan Perkawinan dengan
Pemohon patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang Bahwa, berdasarkan tentang dalil dalil Pemohon Pemohon,
Termohon | dan Termohon Il membenarkan dan tidak memberikan bantahan
sama sekali , maka majelis berpendapat dalil permohonan pemohon dinyatakan
telah terbukti ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon | dan Termohon Il telah
terbukti melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam tentang persyaratan
perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang ditetapkan undang-undang
yakni menggunakan penetapan yang bukan produk Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri sehingga tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara
hukum, oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon dalam hal ini patut
dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya cacatnya salah satu
syarat perkawinan sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang yang
diajukan Termohon | dan Termohon Il, maka perkawinan tersebut patut
dinyatakan telah cacat hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 22
jo Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 71 huruf (d)
Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon sangat beralasan hukum dan
perkawinan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dibatalkan maka
segala pencatatan atas perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum,
dan oleh karenanya akta nikah dan kutipan akta nikah atas perkawinan tersebut
sebagaimana bukti P.4 harus dinyatakan tidak berkuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan untuk
seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan,
maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;-
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MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Membatalkan perkawinan antara Termohon | dengan Termohon Il yang
dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso pada hari
Senin tangfal 26 Maret 2018 ;

3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/062/11//2018 tanggal 26 Maret
2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso
tidak berkekuatan hukum / batal demi hukum;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
dihitung sebesar Rp. 551000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 April 2019
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 Hijriyah, dan pada hari itu
juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Drs. H. RAHMANI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAMSURIJAL FS.,
M.SI. dan Drs. H. DARSANI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan
didampingi H. MOCHAMAD ANIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,
TTD
Drs. H. RAHMANI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
TTD TTD

Drs. SYAMSURIJAL FS., M.SI. Drs. H. DARSANI

Panitera Pengganti,
TTD
H. MOCHAMAD ANIS, S.H.

Rincian bi kara:
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2.  Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 460.000,-
4, Redaksi . Rp. 5.000,-
5: Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 551.000,-
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PUTUSAN
Nomor : 751/Pdt.G/2023/PA.Kab. Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus
perkara perdata gugatan Pembatalan Perkawinan dalam tingkat pertama,
dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :
PEMOHON, tempat, tanggal, lahir, Bojonegoro, 13 September 1974,(umur 48

tahun ), agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, bertempat
tinggal di Jayaraya Kantor Urusan Agama Kec. XXX Kabupaten
Kediri sebagai “Pemohon ”;

lawan
1. TERMOHON |, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan
Tani, beralamat di Labuhan, Brondong, Lamongan Kediri, sebagai
Termohon |;
2. TERMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan
MRT, beralamat di Jajar, Kecamatan XXX Kabupaten Kediri,
sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Para Tergugat dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan Pembatalan
Perkawinan secara tertulis tanggal 31 Januari 2023, yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri di bawah Register Nomor :
751 / Pdt.G / 2023 / PA.Kab. Kdr. tanggal 15 Februari 2023, telah mengajukan
dalil-dalil sebagai berikut
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1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 Termohon | dan Termohon I
melangsungkan pernikahannya yang tercatat di regester KUA Kecamatan
XXX Kabupaten Kediri nomor : XXX tanggal 12 Januari 2023.

2. Bahwa sebelum menikah Termohon | berstatus jejaka dan Termohon Il
berstatus Janda Cerai.

3. Pada tanggal 18 Januari 2023 ada laporan masuk ke KUA Kec. XXX dari
seseorang yang bernama XXX mengaku sebagai ISTRI dari Termohon |
dengan menunjukkan bukti pernikannya akte Nikah yang dikeluarkan oleh
KUA XXX Kabupaten Tuban nomor regester XXX tanggal 10 April 2015.

4. Bahwa dalam hal ini KUA Kec. XXX Kab. Kediri merasa tertipu adanya
pemalsuan data dan penggunaan data palsu yang dilakukan
olehTermohon |

5. Bahwa Pemohon ingin membatalkan pernikahan tersebut karena cacat

administrasi
PRIMER
1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon |

(TERMOHON I) dengan Termohon Il (TERMOHON II)

3. Menyatakan Akta Nikah nomor :XXX tanggal 12 Januari 2023

yang dikeluarkanoleh KUA Kec. XXXKab. Kediri tidak berkekuatan

hukum/batal demi hukum.

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara

sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER
Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus
menurut hukum dengan seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan
Termohon | dan Termohon I, telah hadir sendiri menghadap di persidangan
dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar perkaranya
diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, bahkan perdamaiaan
dilakuakan pula melalui lembaga mediasi dengan mediator Non Hakim
bersertifikat Miftkhul Huda, S.EI, M.Sy, akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon, yang isinya
tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan;
Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon | dan Termohon

Il telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya

membenarkan dalil-dalil Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-daliinya, Pemohon mengajukan alat bukti
tulis sebagai berikut :

1. Fotokopi e-KTP NIK : XXX atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 14 Desember 2017. Bukti tersebut
telah diberi meterai cukup, dinazegelen, telah dicocokan dengan aslinya
dan sesuai, diberi tanda ( P.1)

2. Fotokopi e-KTP NIK : XXX atas nama TERMOHON | yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Lamongan tanggal 6 Juni 2022. Bukti tersebut
telah diberi meterai cukup, dinazegelen, telah dicocokan dengan aslinya
dan sesuai, diberi tanda ( P.2)

3. Fotokopi e-KTP NIK : XXX atas nama TERMOHON Il yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 1 Desember 2022. Bukti
tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, telah dicocokan dengan
aslinya dan sesuai, diberi tanda ( P.3)

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX vyang dikeluarkan oleh KUA
Kec. XXX tanggal 12 Januari 2023. Bukti tersebut telah diberi meterai
cukup, dinazegelen, telah dicocokan dengan aslinya dan sesuai, diberi
tanda ( P.4)

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 2

(dua ) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI | PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, di bawah
sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Termohon Il ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon | dan Termohon II;

- Bahwa benar Termohon | dan Termohon Il telah menikah Januari 2023,;
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- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Termohon | menikah berstatus
jejaka dan Termohon Il berstatus janda Cerai,

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Termohon | dan Termohon I,
sebagai saksi pernikahan;

- Bahwa ternyata Termohon | sudah punya isteri, karena ada seorang
perempuan yang melapor ke KUA bahwa ia adalah isteri sah
Termohon |

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Termohon | sudah punya isteri sebelum
menikah dengan Termohon II;

2. SAKSI Il PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, di

bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Termohon I,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon | dan Termohon II;

- Bahwa Termohon | dan Termohon II benar telah menikah tahun pada
bulan januari 2023,

- Bahwa saat menikah  Termohon | mengaku berstatus jejaka dan
Termohon |l berstatus janda Cerai,

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Termohon | dan Termohon II;

- Bahwa Permohonan Pembatalan perkawinan ini diajukan Pemohon
karena ada laporan ke KUA dari seorang yang mengaku sebagai isteri
Termohon |

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk
pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawianan yang diubah dengan Undang-undang Nomor
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16 Tahun 2019 jo Pasal 74 (1) Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), maka
Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal
mendamaikan Pemohon dan Termohon | dan Termohon Il , bahkan
perdamaian didilakukan melalui proses mediasi sesuai dengan maksud PERMA
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, yang dilaksanakan oleh Mediator Non
Hakim bersertifikat, Miftakhul Huda, S.El, M.Sy, namun tidak berhasil
sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan
bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 Termohon | dan Termohon Il telah
melangsungkan pernikahan yang tercatat dan deregister KUA Kec. XXX
Nomor : XXX, dengan status Termohon | jejaka dan Termohon Il bersatatus
janda cerai, dan terhadap perkawinan tersebut Pemohon merasa tertipu karena
Termohon | memalsukan ( memberi ) data palsu, dimana Termohon | memiliki
isteri sah yang bernama Tika Nur Afifah sebagaimana Akta Nikah Nomor : XXX
yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Widang Kabupaten Tuban tertanggal 10
April 2015;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terjadi jawab menjawab antara
Pemohon dan Para Termohon | Termohon Il, sebagaimana ditelah dicatat
dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon | dan Termohon Il telah
membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun Termohon tetap dibebankan untuk
membuktikan dalil-dalilinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii Permohonannya
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P4. dan 2 ( dua)
orang saksi yakni SAKSI | PEMOHON dan SAKSI I| PEMOHON;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti tertulis haruslah memenuhi
syarat formil dan materil pembuktian. Syarat formil tersebut setidaknya
berbentuk akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui oleh para pihak,
dan bermeterai cukup. Adapun syarat materiil dapat dinilai dari isi akta tersebut
berhubungan atau tidaknya dalam membuktikan sebuah dalil gugatan;
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Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.1, s/d P.4
karena telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan setelah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 10
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diterima untuk dipertimbangkan
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti bertanda P.1 yang secara materil
menerangkan bahwa Pemohondan bertempat tinggal dalam wilayah hukum
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Bukti tersebut merupakan akta otentik
yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya Pemohon, berhak
mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan ini ke Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti bertanda P.2 dan P.3 yang secara
materil menerangkan identitas Termohon | dan Termohon Il . Bukti tersebut
merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna,
karenanya Termohon | dan Termohon Il memiliki kepentingan hukum dalam
perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.4 yang secara materil
menerangkan bahwa Termohon | dan Termohon Il telah melangsungkan
pernikahan pada taanggal 23 Januari 2023. Bukti ini merupakan akta otentik
yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya Termohon | dan
Termohon Il telah terikat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa 2 (dua ) orang yang diajukan oleh Pemohon telah
memberi keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam Duduknya Perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah
memenuhi syarat sebagai saksi, dan keterangannya disampaikan di bawah
sumpah menurut agama saksi-saksi dan keterangannya bersesuaian dan saling
mendukung satu dengan lainnya, maka keterangan saksi-saksi Pemohon dapat
diterima dan dapat dipertimbangkaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon | dan Termohon Il tidak mengajukan bukti-
bukti, baik surat maupun saksi, meskipun telah diberi kesempatan kepada
Termohon | dan Termohon Il untuk menyampaikan bukti-buktinya;
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Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
satu persatu petitum yang diminta Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 2, Pemohon memohon agar
perkawinan Termohon | ( Mulyadi ) dan Termohon Il ( Warti ) dibatalkan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini Termohon | dan Termohon II
tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Pemohon
bahwa bahwa Termohon | dan Termohon Il telah melangsungkan perkawinan
pada tanggal 12 Januari 2023 yang tercatat di KUA Kec.XXX, namun dalam
perkawinan tersebut terdapat pemalsuan identitas Termohon |, yakni Termohon
I mengaku sebagai jejaka, padahal Termohon | telah beristeri seorang
perempuan yang bernama Tika Nur Afifah, dan hal ini diakui oleh Termohon I,
maka dalil Pemohon ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena dalil Pemohon ini telah terbukti, dan
berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan U.U. NO. 16 Tahun 2019 jo
Pasal 71 huruf (@) KHI, maka dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 3, Pemohon memohon agar
Akta Nikah Nomor XXX tanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh KUA
Kec. XXX Kabupaten Kediri diyatakan tidak berkekuatan hukum/ batal demi
hukum;

Menimbang, bahwa karena Termohon | terbukti masih terikat dengan
perempuan lain ( Tika Nur Afifah /isteri Termohon | yang terdahulu ), sehingga
perkawinan Termohon | dan Termohon Il tidak memenuhi ketentuan Pasal 22
U.U. NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubaah dengan UU.
No. 16 Tahun 2019, jo Pasal 71 huruf (a) KHI, maka Akta Nikah No. XXX yang
dikeluarkan oleh KUA Kec. XXX Kabupaten Kediri telah cacat hukum,
karenanya tuntutan Pemohon agar Akta Nikah tersebut dinyatakan tidak
berkekuatan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta  dan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah
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dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya  dan permohonan Pemohon
beralasan hukum , oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa Perkawinan
yang menurut ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan
dan hukum syara’ yang berkaitan dalam perkara ini

MENGADILI
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan Termohon | (XXX) dengan Termohon I

(XXX) yang dilaksanakan di Kecamatan XXX Kabupaten Kediri tanggal

12 Januari 2023;

3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh KUA

Kec. XXX Kabupaten Kediri tanggal 12 Januari 2023 tidak memiliki

kekuatan hukum;

4, Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis

Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan
tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Drs. H. Saifudin, M.HI. sebagai Ketua
Majelis, Drs. Muridi, M.H. dan Drs. H. Basyirun, M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota dan Hartono, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh
Pemohon,Termohon | dan Termohon 1.

Hakim Ketua,

ttd
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Drs. H. Saifudin, M.H.l.
Hakim Anggota,

ttd ttd

Drs. Muridi, M.H. Drs. H. Basyirun, M.H

Panitera Pengganti,

ttd
Hartono, S.H.
Rincian bi ara:
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-
4. Biaya PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi . aRp. 10.000,-
6. Meterai 8. 10.000,-

Jumlah : Rp. 695.000,-
(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
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